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TINAJAUN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum
1. Sejarah Negara Hukum

Ide Negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh
para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam the republic
berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan Negara ideal untuk
mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus
dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (the
philosopher king). Namun, dalam bukunya statesman dan the law, Plato
menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua
(the second best) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang
mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan
olen hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles
adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (the best life possible) yang
dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum dalah wujud kebijaksanaan
kolektif warga negara (collective wisdom), sehingga peran warga negara
diperlukan dalam pembentukannya®’.

Gagasan negara hukum baru muncul kembali kira-kira abad ke 17-

18 di ropa Barat. Kemunculan ide negara hukum tersebut dilatarbelakangi

oleh situasi dan kondisi Eropa Barat yang mirip dengan situasi dan kondisi

“Jimly Asshidigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta :Sinar
Grafika, 2011), h. 129-130
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zaman Yunani Kuno, yaitu kesewenang-wenangan penguasa. Kesewenang-
wenangan penguasa (Raja ) terjadi karena kekuasaan Raja yang bersifata
Absolut (tanpa batas) dan control dari rakyat atau dari lembaga lain menjadi
factor penyebab Raja menjadi sewenang—wenang. Kemunculan kembali
gagasan negara hukum merupakan reaksi yang bertujuan untuk menentang
kekuasaan raja yang absolut tersebut.

Konsepsi negara hukum yang mula-mula berkembang di benua
Eropa adalh negara hukum penjaga malam (nachtwachterstaats). Sebutan
negara penjaga malam didisarkan pada fungsi yang harus dijalankan oleh
negara (penguasa) dalam suatu negara, yakni menjaga ketertiban dan
ketentraman. Dalam ide penjaga malam, tugas utama negara adalah
memelihara ketertiban dan ketentraman, sedangkan urusan perekonomian
dan kesejahteraan rakyat dianggap dianggap merupakan urusan masing-
masing individu. Ketertiban dan ketentraman perlu dijaga oleh negara atau
penguasa supaya masing-masing individu dapat melakukan aktivitas dengan
aman untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan demikian, ide
negara hukum penjaga malam menghendaki pemisahan tugas negara dan
rakyat (staatsonhounding) “.

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara hukum merupakan
terjemahan langsung dari rechsstaat. Istilah rechsstaat mulai dipopulerkan

di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak

*®Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum,( Jakarta : ERLANGGA, 2010), h 22 - 26
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lama. Istilah the rule of law mulai populer dengan terbitnya sebuah buku
dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul Introduction to of law of
the constitution. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya,
terdapat perbedaan antara konsep rechsstaat dengan konsep the rule of law,
meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi
perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu
mengarahkan dirinya pada suatu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran
yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sendiri yaitu system hukum
sendiri.

Konsep rchsstaat lahir dari suatu pejuangan melawan absolutism
sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule of law
berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau Kkriteria
rechsstaat dan kriteria the rule of law. Konsep rechsstaat bertumpu atas
system hukum kontinental yang disebut civil law, sedangkan konsep the rule
of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut dengan common law.
Karakteristik civil law adalah administrasf, sedangkan karakteristik common
law adalah judicial. Adapun ciri-ciri rechsstaat adalah :

a. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan
tertulis tentang hubungan antara rakyat dan penguasa;

b. Adanya pmbagian kekuasaan Negara;
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c. Diakui dan dilindnginya hak-hak kebebasan rakyat “.
Pengertian Negara Hukum

Pada pengertian Negara hukum, ada dua kata yang perlu mendapat
penjelasan terlebih dahulu, yaitu kata negara dan kata hukum. Apakah yang
dinamakan Negara itu ? Secara etimologi, kata Negara berasal dari kata
staat (Belanda dan Jerman); etat (Prancis; status atau statuum (Latin). Kata-
kata tersebut berarti “meletakkan dalam keadaan berdiri”, “menempatkan”,
atau “membuat berdiri”.

Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul
antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan
kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia dan semakin banyak
kebutuhannya kepada suatu organisasi negara yang akan melindungi dan
memelihara keselamatan hidupnya. Menurut endapat Bellefroid,
mengatakan bahwa negara itu suatu persekutuan hukum yang menempati
suatu wilayah untuk selama-lamanya dan yang dilengkapi dengan suatu
kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang
sebesar-besarnya.

Aristoteles mendefenisikan negara sebagai sebuah persekutuan
keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya. Aristoteles

menggunakan istilah Polis untuk negara kota (city state) yang berfungsi

sebagai tempat tinggal bersama warga negara dengan pemerintahan dan

73-74

* Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : SINAR GRAFIKA, 2005), h.
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benteng untuk menjaga keamanan dan serangan musuh. Sedangkan menurut
Plato, negara adalah entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling
melengkapi dan saling tergantung dan bertindak bersama-sama dalam
mengejar tujuan bersama. Dua filosof ini mendefinisikan negara dalam
pengertian substantifnya dengan tidak menggandengkan dengan agama.

Machiavelli dalam bukunya “ll Principle” mengajarkan bahwa
negara adalah dipandang sebagai kekuasaan. apabila timbul kekacauan
maka ypertama-tama yang dicari adalah sebbnya pada raja yang memerintah
negaranya. Kelemahan raja memerintah terletak pada pengaruh agama yang
menanamkan rasa asusila dan rasa keadilan kepadanya. Dalam keadaan
demikian justru raja harus kuat untuk mengatasi kekacauan dan apabila
perlu ia harus berlaku kejam untuk menindasnya.>

Demikian pula yang dikonsepsikan oleh Al-Mawardi dan lbnu
Khaldun. Keduanya mendefinisikan negara sebagai misi kelanjutan Nabi
untuk melindungi agama dan mengatur dunia.oleh karena itu Ibnu Khaldun
berpendapat bahwa seharusnya negara berdasarkan agama agar supaya
segala sesuatu yang berhubungan dengan negara itu berada di bawah
naungan pengawasan Tuhan®.

Apa hukum itu ? hukum yang kita maksud dalam kaitannya dengan

negara di sini adalah hukum positif yang berlaku mengikat sebagaimana

%0 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Yogyakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 9
SAhmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam
Persepektif Fikih Siyasah, Jakarta : Sinar Grafika,2012), h. 40-41
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dasar negara dan peraturan perundang-undangan yang ditaati dan diterapkan
olen warga negara dan lembaga-lembaga negara secara sama tanpa
mengenyampingkan teori-teori hukum yang ada.

Menurut Sajipto Raharjo, hukum itu merupakan bagian dari
perangkat kerja system social, yang berfungsi untuk mengintegrasikan
kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu
keadaan yang tertib *2.

Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu system aturan-aturan
(rules) tentang prilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak
menunjukpada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules)
yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu
system. Kunsekuwensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika
hanya memperhatikan satu aturan saja. Pernyataan bahwa hukum adalah
suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum
(legal order) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan
kondisi tertentu yang terkait dengan prilaku manusia *.

Menurut para ahli hukum, bahwa negara hukum pada hakikatnya
adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara

yang cara penyelenggaraannya berdasarkan hukum vyang adil dan

2Alwi Wahyudi, Hukum Tata Negara Indonesia dalam persepektif pancasila pasca
reformasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), cet ke-2, h. 61-63

SJimly Assiddigie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta :
KONPress, 2012) cet ke -3, h. 13
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demokratis. Lain halnya dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, negara

hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah :

a. Semua alat perlengkapan dari negara, khususnya ala-alat perlengkapan
dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara
maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh
sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan
hukum yang berlaku;

b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk

pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku®*.

Konsep Negara Hukum

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep
‘rechtsstaat” dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan konsep
‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan  ‘nomos’ dan  ‘cratos’.
Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan
‘cratos” atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma,
sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor
penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.
Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan
hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah
Inggeris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan

dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat

h.38

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas llmu Negara dan Politik, Eresco, Bandung, 1971),
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menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man”.Yang

sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri,

bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “Nomoi” yang kemudian
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul “The Laws”, jelas
tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama
dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, SH berpendapat bahwa
konsep negara hukum sebagai Species begrip yaitu :

a. Negara Hukum menurut Qur’an dan Sunnah, untuk konsep ini beliau
memakai istilah dari Malcolm H. Keer yakni Nomokrasi Islam. Karena
Nomokrasi Islam dan lebih tepat dan lebih meperlihatkan hukum Islam.

Apakah nomkrasi Islam itu? Nomokrasi Islam adalah suatu
negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:
1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

2. Prinsip musyawarah (musyawarat)

w

. Prinsip keadilan

4. Prinsip persamaan

ol

. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia

(o3}

. Prinsip peradilan bebas.

b. Negara Hukum Eropa Kontinental yang dinamakan rechsstaat. Model
negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, dan Prancis.

Istilah rechstaat yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut
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Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke -19, meski
pemikiran tentang hal itu telah lama ada. Cita negara hukum itu untuk
pertama kailnya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran
tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Enurut Aristoteles, yang
memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran
yang adil kesusilaanlah yang menentukan baik dan atau buruknya suatu
hukum. Menurut Aristoteles suatu negara yang baik adalah negara yang
diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. la menyatakan :
“Constitutional rule in a state is closely connected, also with the
requestion whether is better to be rulled by the best men or the best law,
since a goverment in accordinance with law, accordingly the supremacy
of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as
an unfortunate necessity.”’(aturan konstitusional dalam sebuah negara
berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah
lebih baik diatur oleh manusia seaklipun atau hukum yang terbaik.,
sealama pemerintahan menurut hukum, oleh Aristoteles sebagai
pertanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan
yang tidak layak.)

Aristoteles juga mengemukan tiga unsur dari pemerintahan
berkonstitusi. Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan
umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang

berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat
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secara wenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi.
Ketiga, pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak
rakyat.

Konsep negara hukum rechstaat di Eropa Kontinental sejak
semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistic. Ciri
individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum
menurut konsep Eropa Kontinental itu. Konsep rechstaat menurut
Philipus M. Hardjon lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme,
sehingga sifatnya revolusioner.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental
dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius
Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, vyaitu
“rechtsstaat’. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep
Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan
sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara
Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup
empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

4. Peradilan tata usaha Negara.
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b. Konsep rule of law yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon,

antara lain Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan A.V. Dicey
menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang
disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:
1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Due Process of Law.

Keempat prinsip ‘rechtsstaat” yang dikembangkan oleh Julius
Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga
prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk
menandai ciri-ciri  Negara Hukum modermn di zaman sekarang.
Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip
Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas
dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang
di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap
negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara
Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:
1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
. Suatu konsep yang disebut Socialist Legality yang diterapkan antara lain

di Uni Soviet sebagai negara komunis.
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d. Konsep negara hukum Pancasila.

International Commission of Jurist yang pada konferensinya di
Bangkok pada tahun 1965, mencirikan konsep negara hukum materiil
sebagai berikut.

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu,
konstitusi harus pula menentukan cara prosdural untuk memperoleh
perlindungan atau hak-hak yang dijamin.

2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

3. Danya pemilihan umum yang bebas

4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat

5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi

6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

Dalam pada itu, selain dilihat dari lingkup tugas pemerintah,
perbedaan negara hukum dalam arti formal dan dalam arti materiil dapat
juga dilihatdari segi materi hukumnya. Negara hukum dalam arti formal
didasarkan pada paham legisme yang berpandangan bahwa hukum itu sama
dengan undang sehingga tindakan menegakkan hukum berarti menegakkan
undang-undang atau apa yang telah ditetapkan oleh badan legislatif.
Sedangkan negara hukum dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu
bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislative, tetapi
nilai yang keadilannya dijadikan hal terpenting. Seperti yang berlaku di

Inggris, misalnya, bisa saja undang-undang dikesampingkan bilamana ia
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betentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu penegakan hukum itu

berarti penegakana undang-undang®”.

A. Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan

Kekuasaan merupakan adanya suatu hubungan dalam arti bahwa ada
satu pihak yang memerntah dan ada pihak lain yang diperintah (the ruler and
the ruled). Bedasarkan pengertian di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak
berkaitan dengan hukum yang oleh Henc Van Marseveen disebut sebagai
“blote macht” dan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum yang oleh Max
Waber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang
berdasarkan suatu sitem yang dapat dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah
diakui dan dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.

Timbulnya pemikiran mengenai pemisahan kekuasaan merupakan kritik
atas kekuasaan absolut raja agar dalam menjalankan pemerintahan tidak
bersikap sewenag-wenang. Teori mengenai pemisahan kekuasaan negara
menjadi sangat penting artinya untuk melihat bagaimana posisi atau
keberadaan dalam sebuah struktur kekuasaan negara.

Pentingnya pemisahan kekuasaan dalam suatu negara berarti pula
adanya batas-batas terhadap penggunaan kekuasaan. Pembataan kekuasaan
meliputi: pertama, Jangka waktu kekuasaan itu dilakukan; kedua, perincian

daripada kekuasaan yang diberikan kepada setiap lembaga negara; Ketiga,

*Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta
:Rajawali Pers,2010), h. 181
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seleksi penjahat publik yang berarti oleh rakyat; keempat, pelaksanaan
pemerintahan oleh pejabat public yang diseleksi dengan cara yang
menunjukkan tanggung jawab terhadap keinginan rakyat®.

a. Menurut para Ahli

Adalah menjadi sebuah kebiasaan di Eropa Barat untuk membagi

tugas pemerintahan ke dalam tiga bidang kekuasaan, yaitu :

1. Kekuasaan legislative, kekuasaan untuk membuat undang-undang

2. Kekuasaan Eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang

3. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang
(kekuasaan untuk mengadili).

Pemisahan ketiga kekuasaan ini sering kita temui dalam sistem
ketatanegaraan di berbagai negara, walaupun batas pembagian itu tidak
selalu sempurna, karena kadang-kadang satu sama lainnya tidak benar-benar
terpisah, bahkan saling mempengaruhi Orang-orang yang mengemukakan
teori pemisahan kekuasaan negara adalah Jhon Locke dan Montesquie. Jhon
Locke seorang ahli ketatanegaraan Inggris, ia adalah pertama yang dianggap
membicarakan teori ini. Dalm bukunya yang berjudul Two Treatises on civil
Government (1690), Jhon Locke memisahkan kekusaan dari tiap-tiap negara
dalam:

1. Kekuasaan legislative, kekuasaan untuk membuat undang-undang

2. Kekuasaan eksekutif, keuasaan untuk melaksanakan undang-undang.

% 1bid
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3. Kekuasaan Federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi
serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar
negeri.

Menurut Jhon Locke, ketiga kekuasaan ini harus dipisahkan satu dari
yang lainnya. Setengah abad kemudian dengan diilhami oleh pembagian
kekuasaan dari Jhon Locke, Montesquie (1689-1755) seorang pengarang,
ahli politik dan filsafat prancismenulis sebuah buku yang berjudul L Esprit
des lois (Jiwa Undang-Undang) yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748
(2 jilid).

Dalam hasil karya ini Montesquie menulis tentang konstitusi Inggris,
yang antara lain mengatakan, bahwa dalam setiap pmerintahan terdapat 3
jenis kekuasaan yang diperincinya dalam: kekuasaan Legislatif, kekuasaan
Eksekutif, dan kekuasaan Yudikatif. Ketiga kekuasaan ini melaksanakan
semata-mata dan selengkap-lengkapnya kekuasaan yang ditentukan padanya
masing-masing.

Menurut Montesquie dalam suatu sistem pemerintahan negara,
ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas)
maupun mengenai alat kelengkapan (organ) yang melaksanakan:

1) Kekuasaan Legislatif, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat
(parlemen).

2) Kekuasaan Eksekutif, dilakukan oleh pemerintah (presiden atau raja

dengan bantuan menteri-menteri atau cabinet).
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3) Kekuasaan Yudikatif, dilakanakan oleh badan peradilan (Mahkamah
Agung dan Pengadilan dibawahnya).

Isi ajaran Montesquie ini adalah mengenai pemisahan kekuasaan
negara (the separation of fower) yang lebih terkenal dengan istilah Trias
Politica istilah yang diberikan oleh Immanuel Kant. Istilah trias politica
berasal dari bahasa Yunani yang artinya “politik tiga serangkai” menurut
ajaran Trias Politica dalam tiap pemerintahan negara harus ada tiga jenis
kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan
masing-masing kekuasaan itu harus terpisah.

Bagi Montesquie, dengan teorinya itu ia berkeinginan agar ada
jaminan kemerdekaan individu dari kemungkinan tindakan sewenang-
wenang dari penguasa. Menurutnya hal tersebut hanya mungkin dicapai
apabila diadakan pemisahan mutlak diantara ketiga kekuasaan diatas.

Montesqui pernaha menulis :

Apabila kekuasaan Legislatif dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh
salah satu orang atau badan, maka itu aka nada “kemerdekaan” (Liberty)
karena ada kehawatiran diantara anggota masyarakat bahwa seorang
(monarch) atau suatu badan yang berkuasa itu akan membuat peraturan-
peraturan yang kejam dan sekaligus akan melaksanakan peraturan-peraturan

itu secara kejam®”.

5" Muhammad Halim,op.cit., h. 79.
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Monopoli atas ketiga kekuasaan tersebut dapat dibuktikan dalam
sembayon Raja Louis XIV “L’Etat Cest moi” (negara adalah saya),
kekuasaannya berlangsung hingga permulaan abad XVII. Setelah pecah
revolusi perancis pada tahun 1789, barulah paham tentang kekuasaan yang
tertumpuk ditangan raja menjadi lenyap. Ketika itu pula timbul gagasan
baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquie.
Pada intinya: ajaran Trias Politika isinya adalah sebagai berikut.

1) Kekuasaan Legislatif (Legislatif powers)

Kekuasaan untuk membuat suatu undang-undang harus terletak
dalam suatu badan yang memiliki wewenang khusus untuk itu. Jika
penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu,
maka kemungkinan tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-
undang untuk kepentingan sendiri.

Di dalam negara demokrasi yang peraturan perundangan harus
berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat harus
dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk
menyusun undang-undang, badan inilah yang disebut dengan Legislatif.
Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka legislative hanya
berhak untuk membentuk undang-undang saja, tidak boleh
melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu harus
diserahkan kepada suatu badan lain. Yaitu badan yang memiliki

kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau “Eksekutif”.
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2) Kekuasaan Eksekutif (Executive Powers)

Kekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang oleh kepala
negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan
segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan kepala negara
dilimpahkannya (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah
negara yang bersama-sama dalam suatu badan pelaksana undang-undang
(badan eksekutif).

3) Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman (Judicative powers)
kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yustisi (kehakiman) ialah kekuasaan
yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk
memberikan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatiflah yang berkuasa
memutuskan perkara, menjatui hukuman kepada setiap pelanggaran
undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan®®.

Pada setiap negara, sebagaimana diterangkan oleh Maurice Duverger
terdapat dua golongan, yaitu golongan pemerintah yang memegang
kekuasaan dan rakyat yang diperintah. Kekuasaan yang berada dalam tangan
pemerintah dikehendaki agar supaya dipergunakan sebagai alat untuk
menertibkan, mengamankan dan menyejahterakan masyarakat, bukan untuk
disalahgunakan yang berakibat menyusahkan, menyengsarakan, dan

menindas rakyat yang diperintah.

%8C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2008), Cet-
3,h7-11
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Kekuasaan, seperti disebutkan dalam Al-Quran dan diikuti oleh Lord
Acton tersebut cenderung bersalahguna apalagi jikalau kekuasaan itu terlalu
besar karena terkumpul pada satu orang atau satu badan.

Aristoteles menguraikan dalam bukunya berjudul Politea, adanya
fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara yang
yang meskipun ia tidak menekankannya untuk dipencar, namun dipandang
sebagai pemencaran kekuasaan dalam negara atas tiga bagian yaitu:

a. Kekuasaan mengadakan peraturan-peraturan dalam garis besar yang
memuat prinsip-prinsip yang harus dituruti oleh masyarakat dalam
tingkah laku para anggotanya, kekuasaan itu dinamakan kekuasaan
legislatif.

b. Kekuasaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip itu dalam praktik dengan
mengingat keadaan dan peristiwa tertentu, kekuasaan itu dinamakan
kekuasaan eksekutif.

c. Kekuasaan untuk menyatakan a. apakah para anggota masyarakat dalam
perhubungan mereka satu sama lain bertingkah laku sesuai dengan
peraturan-peraturan legislative tersebut, dan b. apakah kekuasaan
eksekutif tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang termuat di
dalamnya, kekuasaan itu dinamakan kekuasaan yudikatif.

Ide pemencaran kekuasaan dalam negara sebagaimana dikatakan
diatas adalah upaya untuk membatasi terkonsentrasinya kekuasaan itu dalam

tangan seseorang. Kekuasaan itu harus dipencar sedemikian rupa demi
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menghindari kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat. Pada
hakikatnya, tujuan akhir pemencaran kekuasaan adalah perlindungan hak
asasi manusia.

Meskipun Aristoteles menyebutkan adanya fungsi-fungsi legislative,
eksekutif, dan yudikatif di dalam suatu negara namun tidak menekankan
pemencarannya. Hal itu dapat dimaklumi oleh karena walaupun Yunani
waktu itu melakukan “demokrasi langsung” (direct democracy), akan tetapi
Yunani sendiri pada masa hidup Aristoteles tidak menegakkan hak asasi

manusia.

B. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering
ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan , dan wewenang. Kekuasaan sering
disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering
dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan
kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya
berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan
pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled)59.

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, karena pada
hakikatnya  kewenangan  adalah  kekuasaan  yang  dilembagakan

(Institutionalized power) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasan

*Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia pustaka Utama,
1998), h.35-36
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formal (formal power). Kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh

secara konstitusional, karena kekuasaan juga bisa diperoleh secara. Adapun

beberapa pengertian kewenangan dan wewenang menurut para ahli, antara lain,

sebagai berikut.

1. Menurut Phillipus M. Hadjon, wewenang ( bevoegdheid) dideskrifsikan
sebagai kekuasaan hukum (rechtmacht). Jadi dalam konsep hukum public,
wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

2. Menurut FPCL. Tonner “ Overheidsbevoegdheid wordt in dit Verbant
opgevad als te srellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling
en tussen overhead en te scheppen” ( kewenangan pemerintah dalam kaitan
ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan
dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan
dengan warga negara).

3. Menurut Indroharto berpendapat bahwa kewenangan adalah kemampuan
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan
akibat hukum.

4. Menurut HD. Stoud ““ Bevoegheid wet kan worden omscrevenal het geheel
van bestuurechttelijke bevoegdheden door  publiekrechtelijke
rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer ( wewenang dapat

dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan
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perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public
dalam hukum public) .

. Menurut pandangan Max Weber erat dengan hubungan dalam masyarakat,
di mana ada yang memerintah da nada yang diperintah (the rule and the
roled). Dengan demikian ada kekuasaan yang berkaitan dengan hukum
(legal) da nada pula yang tidak berkaitan dengan hukum (illegal).
Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut sebagai wewenang
rasional, yakni wewenang yang berdasarkan suatu system hukum ini
dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi
(being applied) oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.

Dalam hukum publik, wewenang itu sangat erat berkaitan dengan

kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena

kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislative, dan yudikatif adalah

kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya

yaitu: a.) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e)

kebijaklestarian; dan f) kebajikan.

Menurut bagir manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama

dengan (machts). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau

tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (

rechten en plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung

%9Bambang Waluyo, op.cit., h. 212
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pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri ( zelfregelen) dalam mengelola
sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan
untuk menyeenggarakakn pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal
berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan
pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara
keseluruhan®".

Menurut R.J.H.M. Huisman : Organ pemerintahan tidak dapat
menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan.
Kewenangannya hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-
undang dapat memberikan wewenang pemerintah tidak hanya kepada organ
pemerintahan, tetapi juga kepada pegawai (Inspektur Pajak, Inspektur
Lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan
pemilihan umum), pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan
terhadap badan hukum privat. Seirng dengan pilar utama negara hukum yaitu
asas legalitas (legaliteitbeginsel atau het beginsel van wet matidheitd van
bestuur), maka berdasarkan prinsip ini bersifat tersirat bahwa wewenang
pemerintahan berasal peraturan perundang-undangan, artinya sumber

wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan .

! Nuryanto A. Daim, op.cit., h. 33-34
$2Meriam Budiarjo, op.cit.,h. 35
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D. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare state)

Prussia dan Saxony di bawah pemerintahan Otto von Bismarck,
Kanselir Jerman Pertama sejak tahun 1840-an adalah penggaagas awal Teori
Negara Kesejahteraan ( Walfare State) dan dalam Encyclopedia Americana
disebutkan bahwa Walfare State adalah “a form af goperment in which the
state assumes responsibility for minimum standars of living for every person” (
bentuk pemerintahan dimana negara dianggap bertanggung jawab untuk
menjamin standar hidup minimum setiap warga negaranya.

Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis
yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan
rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan
negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui
ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Dapat dikatakan
bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan
kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga
dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan (liberty),
asas kesetaraan hak (equality) maupun asas persahabatan (fraternity) atau
kebersamaan (mutuality). Asas persahabatan atau kebersarnaan dapat
disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong .

Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal

state. Bagi Negara kesejahteraan, konsep modernitas dimaknai sebagai

S3http://www.kesimpulan.com/2009/04/konsep-negara-kesejahteraan-welfare.html di
akses pada tanggal 17 september 2016 pukul 14.18;


http://www.kesimpulan.com/2009/04/konsep-negara-kesejahteraan-welfare.html
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kemampuan Negara dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran Negara
menjadi begitu besar terhadap warga karena negara akan memposisikan dirinya
sebagai “teman” bagi warga negaranya. Makna kata teman merujuk pada
kesiapan dalam memberikan bantuan jika warga negaranya mengalami
kesulitan. Pemerintah dikehendaki agar terlibat secara aktif dalam kehidupan
masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum di
samping menjaga ketertiban dan keamanan®.

Gagasan walfare state ini telah lama diaplikasikan oleh negara-ngara
maju di Eropa Barat dan Amerika Utara, walau berbenturan dengan konsepsi
neoliberal klasik yang umumnya menjadi konsepsi negara-negara maju. Negara
kesejahteraan juga merupakan anak kandung pergumulan ideology dan teori,
khususnya yang berhaluan sayap Kiri (left wing view), seperti Marxisme,
Sosialisme, dan Sosial Demokratik. Namun demikian konsep negara
kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis kapitalis,
bukan di negara-negara sosialis.

Menurut Kamus online Merriam-Webster Dictionary, kata ‘welfare’
diartikan sebagai ‘the state of being happy, healthy, or successful.” Dalam
terjemahan bebas, kata ‘welfare’ mengandung beberapa makna, yakni keadaan

bahagia, sehat, atau sukses. Dalam salah satu studinya, Andersen

mengungkapkan bahwa welfare state merupakan institusi negara dimana

®Jimly Asshiddigie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer( Ebook. 2004), h.55
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kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik)

ditujukan untuk:

1. Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh
pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan

2. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga
negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain
semisal krisis ekonomi.

3. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa
memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain .

The welfare state is a concept of government in which the state plays a
key role in the protection and promotion of the social and economic well-being
of its citizens. It is based on the principles of equality of opportunity, equitable
distribution of wealth, and public responsibility for those unable to avail
themselves of the minimal provisions for a good life. The general term may
cover a variety of forms of economic and social organization. The sociologist
T.H. Marshall described the modern welfare state as a distinctive combination
of democracy, welfare, and capitalism

Modern welfare states include Germany, France, the Netherlands, as
well as the Nordic countries, such as Iceland, Sweden, Norway, Denmark, and

Finland which employ a system known as the Nordic model. Esping-Andersen

Shttp://www.ajarekonomi.com/2016/07/teori-dan-konsep-dasar-negara.html diakses pada
tanggal 17 September 2016 pukul 12.56 WIB,;


http://www.ajarekonomi.com/2016/07/teori-dan-konsep-dasar-negara.html
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classified the most developed welfare state systems into three categories;
Social Democratic, Conservative, and Liberal.®

The welfare state involves a transfer of funds from the state, to the
services provided (i.e., healthcare, education, etc.), as well as directly to
individuals ("benefits"). It is funded through redistributionist taxation and is
often referred to as a type of "mixed economy".Such taxation usually includes
a larger income tax for people with higher incomes, called a progressive tax.
This helps to reduce the income gap between the rich and poor.

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan di mana negara
memainkan peran kunci dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan sosial
dan ekonomi warganya. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan
kesempatan, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggung jawab publik untuk
mereka yang tidak mampu menyediakan sendiri ketentuan minimal untuk
kehidupan yang baik. Istilah umum dapat mencakup berbagai bentuk organisasi
ekonomi dan sosial. Sosiolog T.H. Marshall menggambarkan negara
kesejahteraan modern sebagai kombinasi khas demokrasi, kesejahteraan, dan
kapitalisme.  Negara kesejahteraan modern termasuk Jerman, Perancis,
Belanda, serta negara-negara Nordik, seperti Islandia, Swedia, Norwegia,
Denmark, dan Finlandia yang menggunakan sistem yang dikenal sebagai
model Nordic. Esping-Andersen diklasifikasikan sistem negara kesejahteraan

yang paling berkembang menjadi tiga kategori; Sosial Demokrat, Konservatif,

%https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state diakses pada tanggal 18 september 2016

pada pukul 7.20


https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state
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dan Liberal. Negara kesejahteraan melibatkan transfer dana dari negara, untuk
layanan yang disediakan (yaitu, kesehatan, pendidikan, dll), serta langsung ke
individu ( "manfaat™). Hal ini didanai melalui perpajakan redistributionist dan
sering disebut sebagai jenis "ekonomi campuran”. Perpajakan seperti biasanya
mencakup pajak penghasilan yang lebih besar bagi orang-orang dengan
pendapatan yang lebih tinggi, yang disebut pajak progresif. Hal ini membantu
untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin. ¢’

Sosiolog T.H. Marshall mengidentifikasi negara kesejahteraan sebagai
kombinasi khas demokrasi, kesejahteraan dan kapitalisme. Contoh negara
kesejahteraan yang pertama kali dikembangkan dalam dunia modern adalah
Jerman, semua negara-negara Nordik (Eropa Timur dan Atlantik Utara),
Belanda, Uruguay, Selandia baru dan kerajaan Inggris pada tahun 1930-an.
Menurut Wiensky (1975), esensi dari negara kesejahteraan adalah pemerintah
harus mampu melindungi setiap warga negara, yaitu menyediakan standar
minimal yang layak menyangkut pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan dan
pendidikan.

Di Indonesia, walaupun konsep negara kesejahteraan (Walfare State)
telah dicanangkan sejak tanggal 18 Agustus 1945 seiring dengan penetapan
UUD 1945 sebagai dasar konstitusi penyelenggaraan pemerintahan NKRI.
Akan tetapi penerapan konsep negara kesejahteraan (Walfare State) tersebut

baru dilaksanaka sejak tahun 2003 melalui konsep pelayanan gratis di bidang

%"https://www.google.co.id/webhp?source=search_app&gws_rd=cr&ei=FNfdV9al LJmcv
QSt8p_oCwi#qg=google+translate diakses pada tanggal 18 september 2016 pada jam 7.22


https://www.google.co.id/webhp?source=search_app&gws_rd=cr&ei=FNfdV9aLLJmcvQSt8p_oCw#q=google+translate
https://www.google.co.id/webhp?source=search_app&gws_rd=cr&ei=FNfdV9aLLJmcvQSt8p_oCw#q=google+translate
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pendidikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003
tentang system pendidikan nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap warga

negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar®®.

% Nuryanto A. Daim.loc.cit.



